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Abstract 

Human rights are a fundamental concept in modern legal systems, emphasizing the protection of human dignity, 

individual freedom, and equality before the law. Although often regarded as a product of modern Western thought, 

many human rights principles are consistent with the values embodied in Islamic teachings. One of the prominent 

Muslim reformers who sought to integrate Islamic values with modernity was Muhammad Abduh (1849–1905). 

This study aims to analyze the concept of human rights in Muhammad Abduh’s thought and examine its relevance 

to modern constitutional law. The research employs a qualitative approach using a library research method through 

the analysis of Muhammad Abduh’s works and relevant scholarly literature. The findings indicate that Muhammad 

Abduh’s ideas concerning freedom of thought, human equality, and social justice are closely aligned with the 

principles of modern human rights. Furthermore, the concept of maqāṣid al-sharīʿah, which emphasizes the 

protection of religion, life, intellect, lineage, and property, provides a normative foundation for the recognition 

and protection of human rights in Islam. A comparative analysis with Western human rights theories, particularly 

those of John Locke and Jean-Jacques Rousseau, reveals common ground in terms of the protection of individual 

freedoms and the legitimacy of government based on the interests of society. In the Indonesian context, 

Muhammad Abduh’s ideas are also relevant to the principles enshrined in the 1945 Constitution of the Republic 

of Indonesia, especially regarding the guarantee and protection of human rights. Therefore, Muhammad Abduh’s 

thought can serve as a conceptual foundation for developing a human rights discourse that harmonizes Islamic 

values with the principles of modern constitutional governance. 
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Abstrak  
Hak asasi manusia (HAM) merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum modern yang menekankan 

perlindungan terhadap martabat manusia, kebebasan individu, dan persamaan di hadapan hukum. Walaupun sering 

dianggap sebagai produk pemikiran Barat modern, sejumlah prinsip HAM sebenarnya memiliki kesesuaian 

dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Salah satu tokoh penting yang berupaya mengintegrasikan 

nilai-nilai Islam dengan modernitas adalah Muhammad Abduh (1849–1905). Artikel ini bertujuan menganalisis 

konsep hak asasi manusia dalam pemikiran Muhammad Abduh dan mengkaji relevansinya terhadap sistem hukum 

ketatanegaraan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan 

(library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Muhammad Abduh mengenai kebebasan 

berpikir, persamaan manusia, dan keadilan sosial memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM modern. 

Selain itu, konsep maqaṣhid al-syari‘ah juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta merupakan dasar normatif bagi pengakuan hak-hak manusia dalam Islam. Analisis 

komparatif dengan teori HAM Barat seperti John Locke dan Jean‑Jacques Rousseau menunjukkan adanya 

kesamaan dalam aspek perlindungan kebebasan dan legitimasi pemerintahan berbasis masyarakat. Dalam konteks 

Indonesia, nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang‑Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. 

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia dalam Islam; Pemikiran Muhammad Abduh; Reformisme Islam; Maqaṣhid al-

Syari‘ah; Hukum Ketatanegaraan Modern; Konstitusionalisme; Hak Asasi Manusia. 
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PENDAHULUAN 

Hak asasi manusia merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum dan politik 

modern. Konsep ini berkembang secara luas setelah lahirnya berbagai dokumen internasional seperti 

Universal Declaration of Human Rights (1948). Prinsip utama dari HAM adalah pengakuan bahwa 

setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun 

[1].  

Namun, perdebatan mengenai HAM sering kali muncul ketika konsep tersebut dikaitkan dengan 

agama, khususnya Islam. Sebagian kalangan menganggap bahwa konsep HAM merupakan produk 

pemikiran Barat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tradisi hukum Islam. Di sisi lain, banyak sarjana 

Muslim yang berpendapat bahwa nilai-nilai HAM sebenarnya telah lama terdapat dalam ajaran Islam 

melalui prinsip keadilan, persamaan, dan perlindungan terhadap martabat manusia [2].  

Dalam perspektif Islam, gagasan mengenai perlindungan terhadap hak-hak manusia 

sesungguhnya telah menjadi bagian integral dari ajaran agama sejak awal. Prinsip-prinsip seperti 

keadilan (al-‘adl), persamaan derajat manusia (al-musāwah), kebebasan (al-ḥurriyyah), dan 

penghormatan terhadap martabat manusia (karāmah al-insān) tercermin dalam berbagai ajaran Al-

Qur’an dan hadis. Selain itu, konsep maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan perlindungan terhadap lima 

prinsip dasar kehidupan manusia-agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta-menunjukkan bahwa syariat 

Islam memiliki orientasi kuat pada perlindungan hak dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, 

pembahasan mengenai HAM dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif ajaran Islam 

maupun dari dinamika pemikiran para ulama dan intelektual Muslim [3]. 

Dalam al-Qur’an terdapat banyak ayat yang menegaskan penghormatan terhadap martabat 

manusia. Misalnya dalam QS. Al-Isra ayat 70 yang menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak 

cucu Adam. Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, manusia memiliki kedudukan 

yang mulia dan karenanya harus diperlakukan secara adil dan bermartabat. 

Salah satu tokoh penting yang berusaha menjembatani pemikiran Islam dengan modernitas 

adalah Muhammad Abduh. Ia merupakan seorang pembaru Islam dari Mesir yang hidup pada akhir 

abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Abduh dikenal sebagai tokoh yang mendorong reformasi pemikiran 

Islam dengan menekankan pentingnya rasionalitas dan ijtihad dalam memahami ajaran agama [4].  

Menurut Abduh, kemunduran umat Islam bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, tetapi 

oleh sikap jumud dan ketidakmauan untuk menggunakan akal dalam memahami teks agama. Oleh 

karena itu, ia mendorong reinterpretasi ajaran Islam agar dapat menjawab tantangan zaman modern [5].  

Pemikiran Abduh mengenai hak-hak manusia tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam 

terminologi HAM modern, namun gagasan-gagasannya tentang kebebasan berpikir, keadilan sosial, 

pemerintahan yang adil, serta pembatasan kekuasaan politik menunjukkan adanya kesesuaian dengan 

prinsip-prinsip konstitusionalisme dan HAM. Ia menolak bentuk pemerintahan yang absolut dan 

menekankan pentingnya akuntabilitas penguasa kepada masyarakat. Dalam pandangannya, 
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pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang menjalankan prinsip keadilan, musyawarah, serta 

menjamin kemaslahatan rakyat [6]. 

Di tengah berkembangnya negara-negara modern dengan sistem hukum konstitusional, 

pemikiran Abduh menjadi relevan untuk dikaji kembali, khususnya dalam konteks hubungan antara 

nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan modern. Negara modern menempatkan 

konstitusi sebagai dasar pengaturan kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak warga 

negara. Dalam kerangka ini, kajian mengenai pemikiran Abduh dapat memberikan kontribusi teoretis 

dalam menjembatani nilai-nilai Islam dengan konsep HAM dan konstitusionalisme yang berkembang 

dalam sistem hukum modern. 

Selain itu, diskursus mengenai hubungan antara Islam dan HAM seringkali menghadapi 

perdebatan yang cukup kompleks. Sebagian kalangan berpendapat bahwa konsep HAM modern 

merupakan produk pemikiran Barat yang tidak selalu sejalan dengan tradisi hukum Islam. Namun di 

sisi lain, banyak sarjana Muslim yang berusaha menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar HAM 

memiliki keselarasan dengan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, kajian 

terhadap pemikiran tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Abduh menjadi penting untuk memahami 

bagaimana konsep HAM dapat dipahami dalam kerangka pemikiran Islam yang kontekstual dan 

progresif. 

Dalam konteks ini, pemikiran Muhammad Abduh memiliki relevansi yang sangat penting untuk 

dikaji dalam kaitannya dengan konsep HAM. Ia berusaha menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip modern seperti kebebasan, keadilan, dan rasionalitas. 

Selain itu, dalam konteks negara modern yang menerapkan sistem hukum konstitusional, prinsip-

prinsip HAM menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, diperlukan 

upaya untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai HAM dalam Islam dapat diintegrasikan dalam sistem 

hukum ketatanegaraan modern. 

Kajian terhadap pemikiran Muhammad Abduh menjadi penting karena ia merupakan salah satu 

tokoh yang berperan dalam merumuskan hubungan antara ajaran Islam dan konsep-konsep modern 

seperti demokrasi, kebebasan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk 

menganalisis konsep HAM dalam Islam melalui perspektif pemikiran Muhammad Abduh serta 

relevansinya terhadap hukum ketatanegaraan modern. 

Perkembangan konsep Hak Asasi Manusia dalam hukum modern menunjukkan dominasi 

paradigma universal yang berakar pada tradisi Barat sekuler, yang menekankan kebebasan individu, 

rasionalitas, dan prinsip kesetaraan formal. Namun, dalam konteks Islam, konsep HAM tidak hanya 

bersumber dari rasionalitas manusia, melainkan juga dari nilai-nilai wahyu yang terintegrasi dalam 

maqaṣid al-syari‘ah. Perbedaan epistemologis ini menimbulkan ketegangan konseptual sekaligus 

membuka ruang dialog, yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan dalam kajian akademik 

maupun praktik ketatanegaraan [7]. 
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Dalam hal ini, pemikiran Muhammad Abduh menawarkan pendekatan reformis yang berupaya 

mensinergikan ajaran Islam dengan prinsip-prinsip modernitas, termasuk terkait kebebasan, keadilan, 

dan rasionalitas hukum. Namun demikian, terdapat gap penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya 

formulasi konseptual yang komprehensif dan sistematis mengenai bagaimana gagasan HAM dalam 

perspektif Muhammad Abduh dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum ketatanegaraan modern. 

Di satu sisi, sebagian kajian tentang HAM dalam Islam masih bersifat normatif-doktrinal dan 

kurang menekankan aspek kontekstual serta aplikatif dalam sistem hukum positif. Di sisi lain, studi 

tentang hukum ketatanegaraan modern cenderung mengadopsi konsep HAM universal tanpa menggali 

kontribusi pemikiran tokoh-tokoh reformis Islam secara mendalam. Akibatnya, terjadi kesenjangan 

antara konsep teoretis HAM dalam Islam-khususnya dalam pemikiran Muhammad Abduh-dengan 

implementasinya dalam praktik ketatanegaraan kontemporer [2]. 

Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji relevansi pemikiran Abduh 

dalam menjawab tantangan aktual, seperti konstitusionalisme, perlindungan hak warga negara, dan 

hubungan antara agama dan negara dalam sistem hukum modern. Dengan demikian, masalah pokok 

dalam penelitian ini terletak pada belum terbangunnya jembatan konseptual yang utuh antara pemikiran 

HAM dalam Islam versi Muhammad Abduh dengan kebutuhan dan dinamika hukum ketatanegaraan 

modern. 

Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang membahas pemikiran Muhammad Abduh telah banyak dikaji dalam 

konteks reformasi Islam, pendidikan, dan hukum. Namun, kajian yang secara khusus mengaitkan 

pemikirannya dengan konsep HAM dan relevansinya terhadap hukum ketatanegaraan modern masih 

terbatas, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) yang kuat. Beberapa penelitian 

tersebut antara lain: 

 Artikel Iskandar Usman (2022), berjudul Muhammad Abduh dan Pemikiran Pembaharuannya 

dalam Jurnal Pemikiran Islam. Fokus penelitian ini mengkaji pemikiran reformasi Muhammad Abduh, 

khususnya dalam konteks kebangkitan umat Islam dan rasionalitas. Adapun relevansinya dengan judul 

peneliti, yaitu memberikan dasar konseptual tentang reformisme Abduh yang berkaitan dengan nilai 

kebebasan dan rasionalitas-unsur penting dalam HAM Islam.   

 Artikel Rukmana Prasetyo, dkk (2023) berjudul Kebangkitan Ijtihad di Zaman Modern: Analisis 

Kontribusi Muhammad Abduh dalam jurnal HIKMAH: Jurnal bidang Pendidikan dan Keagamaan. 

Membahas terkait Peran Abduh dalam pembaruan hukum Islam melalui ijtihad dan pentingnya 

memahami bagaimana fleksibilitas hukum Islam dapat mendukung nilai HAM dalam sistem hukum 

modern.  

 Artikel Mohamad Nur Wahyudi & Siti Zaenab (2023) berjudul Konsep Pembaruan dalam Islam 

Perspektif Muhammad Abduh dalam jurnal Alhamra: Jurnal Studi Islam. Fokus pembahasannya 

mengenai kritik terhadap stagnasi pemikiran Islam dan gagasan pembaruan Abduh. Penelitian ini 
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memberikan landasan teoritis bahwa pembaruan pemikiran Islam diperlukan untuk menyesuaikan 

dengan nilai-nilai modern, termasuk HAM.  

 Selanjutnya artikel Muji Kaliya Januar dkk. (2023) berjudul Konsep Kebebasan dalam Pemikiran 

John Stuart Mill dan Muhammad Abduh dalam Jurnal Riset Agama. Fokus utama artikel ini membahas 

perbandingan konsep kebebasan antara Barat dan Islam. Penelitian ini menunjukkan persinggungan 

antara HAM Barat dan pemikiran Abduh, khususnya dalam aspek kebebasan individu.  

Terakhir artikel Durotul Qoyimah (2024) dengan judul Kajian Tokoh Islam Modern Muhammad Abduh 

dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Penelitian ini membahas tentang pemikiran Abduh tentang 

rasionalitas, ijtihad, kebebasan, dan reformasi sosial-politik. Kaitanya dengan judul peneliti adalah 

bahwa Abduh menekankan kebebasan manusia dan pemerintahan konsultatif (syura) yang relevan 

dengan konsep HAM dan ketatanegaraan modern.  

 Dari beberapa penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan belum banyak yang secara spesifik:  

1) Mengkaji HAM dalam perspektif Abduh secara sistematis  

2) Menghubungkan pemikiran Abduh dengan hukum ketatanegaraan modern  

3) Mengintegrasikan maqaṣid al-syari‘ah, HAM, dan konstitusionalisme.  

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan 

(library research). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, 

dan dokumen yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Abduh dan konsep hak asasi manusia 

dalam Islam. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap karya-karya 

Muhammad Abduh serta literatur yang membahas pemikirannya. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis interpretatif. 

Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam gagasan-gagasan Muhammad 

Abduh serta mengaitkannya dengan perkembangan konsep HAM dalam sistem hukum modern. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia secara umum diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap 

manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut 

oleh siapapun [8]. 

Dalam perspektif hukum internasional, HAM mencakup berbagai hak seperti: 

a. hak hidup 

b. hak kebebasan beragama 

c. hak kebebasan berpendapat 
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d. hak memperoleh keadilan 

e. hak atas persamaan di depan hukum 

Konsep ini kemudian berkembang menjadi dasar bagi sistem hukum modern, khususnya dalam 

negara yang menganut prinsip negara hukum (rule of law). 

2. Landasan HAM dalam Islam 

Dalam Islam, konsep HAM memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan Sunnah. Islam 

memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat tinggi karena diciptakan oleh Allah 

sebagai khalifah di bumi. 

Beberapa prinsip dasar HAM dalam Islam antara lain: 

a. Prinsip Keadilan 

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Al-Qur’an memerintahkan 

umat Islam untuk menegakkan keadilan bahkan terhadap diri sendiri. Prinsip ini menunjukkan 

bahwa dalam Islam tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. 

b. Prinsip Persamaan 

Islam menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan 

Allah. Perbedaan ras, suku, atau bangsa tidak menjadi dasar untuk membedakan hak seseorang. 

Prinsip ini tercermin dalam konsep al-musawah (persamaan) dalam hukum Islam. 

c. Prinsip Kebebasan 

Islam juga mengakui kebebasan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk 

kebebasan beragama. Prinsip ini tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan 

bahwa tidak ada paksaan dalam agama. 

d. Perlindungan terhadap Martabat Manusia 

Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat tinggi. Oleh karena 

itu, segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan perbudakan bertentangan dengan nilai-nilai 

Islam [3]. 

3. HAM dalam Sejarah Peradaban Islam 

Dalam sejarah peradaban Islam, konsep HAM dapat ditemukan dalam berbagai praktik sosial 

dan politik. Salah satu contoh penting adalah Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad. 

Piagam ini dianggap sebagai salah satu konstitusi pertama di dunia yang mengatur hubungan antara 

berbagai kelompok masyarakat yang berbeda agama dan suku [9]. 

Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, 

serta prinsip keadilan dalam penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan bahwa konsep HAM dalam 

Islam telah berkembang jauh sebelum munculnya deklarasi HAM modern [10]. 

4. Perkembangan Konsep HAM dalam Pemikiran Islam Modern 

Memasuki era modern, umat Islam menghadapi berbagai tantangan baru akibat perkembangan 

ilmu pengetahuan dan perubahan sistem politik global. Dalam konteks ini, muncul berbagai tokoh 
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pembaru yang berusaha melakukan reinterpretasi ajaran Islam agar dapat menjawab tantangan zaman. 

Salah satu tokoh penting dalam gerakan pembaruan ini adalah Muhammad Abduh [6]. 

Muhammad Abduh menekankan bahwa ajaran Islam sebenarnya sangat rasional dan selaras 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ia menolak pandangan bahwa Islam bertentangan 

dengan modernitas. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa Islam justru mendorong penggunaan akal dan 

kebebasan berpikir dalam memahami ajaran agama. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi dasar 

bagi munculnya berbagai interpretasi baru terhadap konsep HAM dalam Islam [11]. 

Biografi Dan Kerangka Pemikiran Muhammad Abduh 

1. Biografi Intelektual Muhammad Abduh 

Muhammad Abduh merupakan salah satu tokoh pembaru Islam yang memiliki pengaruh besar 

dalam perkembangan pemikiran Islam modern. Ia lahir pada tahun 1849 di Mahallat Nasr, sebuah desa 

di wilayah Delta Nil, Mesir. Abduh berasal dari keluarga sederhana yang memiliki latar belakang 

religius sehingga sejak kecil ia telah mendapatkan pendidikan agama yang kuat [12]. 

Pendidikan awal Muhammad Abduh dimulai di kuttab, yaitu lembaga pendidikan tradisional 

tempat anak-anak mempelajari Al-Qur’an. Pada usia yang relatif muda ia telah berhasil menghafal Al-

Qur’an. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan studinya ke Masjid Ahmadi di Tanta 

sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo [13]. 

Di Al-Azhar, Abduh mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, 

ilmu kalam, serta bahasa Arab. Namun, sistem pendidikan di Al-Azhar pada saat itu masih sangat 

tradisional dan cenderung menekankan hafalan tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pemikiran 

kritis. Hal ini membuat Abduh merasa tidak puas dengan metode pembelajaran yang ada [14]. 

Perubahan besar dalam pemikiran Abduh terjadi setelah ia bertemu dengan Jamaluddin al-

Afghani, seorang pemikir dan aktivis politik Muslim yang terkenal dengan gagasan pan-Islamisme dan 

modernisme Islam. Pertemuan dengan al-Afghani memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap 

perkembangan intelektual Abduh [15]. 

Al-Afghani mendorong Abduh untuk menggunakan akal dalam memahami ajaran Islam serta 

menentang sikap taklid buta terhadap pendapat ulama masa lalu. Ia juga menekankan pentingnya 

pembaruan pemikiran Islam agar umat Islam dapat bangkit dari keterbelakangan dan mampu 

menghadapi tantangan modernitas [16]. 

Setelah menjadi murid dan pengikut al-Afghani, Abduh mulai terlibat dalam berbagai kegiatan 

intelektual dan politik yang bertujuan untuk melakukan reformasi sosial dan pendidikan di Mesir. Ia 

aktif menulis artikel di berbagai surat kabar dan majalah yang mengkritik kondisi sosial dan politik 

umat Islam pada masa itu [15]. 

Pada tahun 1882, Abduh terlibat dalam gerakan nasionalisme Mesir yang menentang dominasi 

Inggris. Akibat keterlibatannya dalam gerakan tersebut, ia diasingkan oleh pemerintah kolonial. Selama 

masa pengasingan, Abduh tinggal di beberapa negara seperti Lebanon dan Prancis [4]. 
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Di Paris, Abduh bersama al-Afghani menerbitkan jurnal terkenal bernama Al-Urwah al-Wuthqa. 

Jurnal ini berisi tulisan-tulisan yang menyerukan kebangkitan umat Islam serta mendorong persatuan 

dunia Islam dalam menghadapi kolonialisme Barat [17]. 

Setelah beberapa tahun dalam pengasingan, Abduh akhirnya kembali ke Mesir pada tahun 1889. 

Sekembalinya ke Mesir, ia mulai terlibat dalam reformasi pendidikan dan hukum. Pada tahun 1899 ia 

diangkat sebagai Mufti Mesir, sebuah posisi yang sangat berpengaruh dalam sistem hukum Islam di 

negara tersebut [15]. 

Sebagai Mufti Mesir, Abduh berusaha melakukan reformasi dalam bidang hukum Islam dengan 

memberikan interpretasi yang lebih rasional dan kontekstual terhadap teks-teks agama. Ia juga 

mendorong pembaruan sistem pendidikan di Al-Azhar agar lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan 

modern [5]. 

Muhammad Abduh wafat pada tahun 1905 di Alexandria, Mesir. Meskipun hidupnya relatif 

singkat, pemikirannya memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pemikiran 

Islam modern di berbagai negara [15]. 

2. Karakteristik Pemikiran Muhammad Abduh 

Pemikiran Muhammad Abduh memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari 

pemikiran ulama tradisional pada masa itu. Karakteristik tersebut antara lain: 

a. Rasionalisme dalam Memahami Agama 

Salah satu ciri utama pemikiran Abduh adalah penekanannya pada penggunaan akal dalam 

memahami ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa Islam merupakan agama yang sangat rasional dan 

tidak bertentangan dengan akal manusia. 

Menurut Abduh, banyak masalah yang dihadapi oleh umat Islam pada masa modern 

disebabkan oleh sikap jumud, yaitu kecenderungan untuk menerima pendapat ulama terdahulu 

tanpa melakukan kajian kritis. Ia menolak sikap taklid buta dan mendorong umat Islam untuk 

kembali membuka pintu ijtihad [6]. 

Abduh percaya bahwa akal manusia merupakan anugerah Tuhan yang harus digunakan 

untuk memahami wahyu secara lebih mendalam. Oleh karena itu, ia berusaha mengembangkan 

pendekatan rasional dalam memahami teks-teks agama. Pendekatan rasional ini juga menjadi 

dasar bagi pemikirannya mengenai kebebasan manusia dan hak-hak dasar yang dimiliki oleh 

setiap individu [5]. 

b. Penolakan terhadap Taklid 

Taklid dalam konteks hukum Islam merujuk pada praktik mengikuti pendapat ulama 

terdahulu tanpa melakukan analisis kritis terhadap dalil-dalil yang digunakan. Abduh 

menganggap bahwa praktik taklid yang berlebihan telah menyebabkan stagnasi dalam pemikiran 

Islam. 

Menurutnya, umat Islam harus kembali kepada prinsip ijtihad, yaitu usaha intelektual 

untuk memahami ajaran Islam secara mandiri berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan 
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membuka kembali pintu ijtihad, umat Islam dapat mengembangkan pemahaman baru terhadap 

ajaran agama yang lebih relevan dengan perkembangan zaman (Mun’im, 2021). 

c. Reformasi Pendidikan Islam 

Abduh juga memberikan perhatian besar terhadap reformasi pendidikan Islam. Ia 

berpendapat bahwa sistem pendidikan tradisional yang hanya menekankan hafalan tidak cukup 

untuk menghadapi tantangan modernitas [13]. 

Oleh karena itu, ia mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern 

dalam sistem pendidikan Islam. Reformasi pendidikan ini bertujuan untuk melahirkan generasi 

Muslim yang tidak hanya memahami ajaran agama secara mendalam tetapi juga memiliki 

kemampuan intelektual yang memadai untuk berpartisipasi dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

d. Reformasi Sosial dan Politik 

Selain bidang pendidikan, Abduh juga menaruh perhatian pada reformasi sosial dan 

politik. Ia berpendapat bahwa ajaran Islam memiliki prinsip-prinsip yang sangat relevan untuk 

membangun masyarakat yang adil dan demokratis. 

Abduh menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab kepada 

rakyat. Ia juga mendukung prinsip musyawarah (syura) sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan politik. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Abduh memiliki pandangan yang cukup 

progresif mengenai hubungan antara agama dan politik [19]. 

3. Konsep Kebebasan Manusia dalam Pemikiran Abduh 

Salah satu aspek penting dalam pemikiran Muhammad Abduh adalah konsep kebebasan manusia. 

Abduh berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas 

tindakannya. Menurutnya, kebebasan merupakan syarat penting bagi perkembangan moral dan 

intelektual manusia. Tanpa kebebasan, manusia tidak akan mampu mengembangkan potensi yang 

dimilikinya [5]. 

Abduh menafsirkan ajaran Islam sebagai agama yang menghargai kebebasan manusia, baik 

dalam berpikir maupun dalam bertindak selama tidak melanggar prinsip-prinsip moral yang ditetapkan 

oleh agama. Konsep kebebasan ini memiliki implikasi penting terhadap pemikirannya mengenai hak 

asasi manusia. Abduh percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dirinya serta 

berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik [20]. 

4. Pandangan Abduh tentang Keadilan Sosial 

Selain kebebasan, keadilan sosial juga merupakan salah satu tema penting dalam pemikiran 

Abduh. Ia berpendapat bahwa salah satu tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan keadilan dalam 

masyarakat. 

Abduh menekankan bahwa Islam menolak segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan 

ketidakadilan. Oleh karena itu, sistem sosial dan politik yang dibangun oleh umat Islam harus menjamin 

perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 
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menciptakan sistem hukum yang adil serta melindungi hak-hak warga negara tanpa diskriminasi. 

Pandangan ini menunjukkan bahwa Abduh melihat hubungan yang erat antara ajaran Islam dan konsep 

keadilan sosial yang menjadi salah satu prinsip utama dalam HAM modern [21]. 

5. Pengaruh Pemikiran Abduh terhadap Modernisme Islam 

Pemikiran Muhammad Abduh memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan 

modernisme Islam di berbagai negara. 

Banyak tokoh Muslim setelah Abduh yang terinspirasi oleh gagasannya, antara lain: 

a. Rashid Rida 

b. Qasim Amin 

c. Ali Abd al-Raziq [22] 

Tokoh-tokoh tersebut mengembangkan berbagai gagasan reformasi dalam bidang hukum, politik, 

dan pendidikan Islam. Pemikiran Abduh juga memiliki pengaruh yang luas di dunia Islam, termasuk di 

Indonesia. Beberapa organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah terinspirasi oleh gagasan 

pembaruan yang dikembangkan oleh Abduh dan para pengikutnya. Pengaruh ini menunjukkan bahwa 

pemikiran Abduh memiliki relevansi yang sangat luas dalam upaya mengembangkan pemahaman Islam 

yang lebih terbuka dan progresif. 

Analisis Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Muhammad Abduh 

1. Dasar Filosofis Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Abduh 

Pemikiran Muhammad Abduh mengenai hak asasi manusia berakar pada pandangannya tentang 

hakikat manusia dalam Islam. Menurut Abduh, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh 

Allah dengan potensi akal, moral, dan spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, manusia memiliki martabat 

yang harus dihormati dan dilindungi [2]. 

Dalam pandangan Abduh, ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan 

Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Prinsip-prinsip keadilan, 

kebebasan, dan persamaan merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang bertujuan untuk 

menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan [23]. 

Abduh menegaskan bahwa Islam memberikan penghormatan yang tinggi terhadap martabat 

manusia. Hal ini tercermin dalam berbagai ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial, 

perlindungan terhadap hak-hak individu, serta larangan terhadap segala bentuk penindasan dan 

diskriminasi [24]. 

Menurut Abduh, kemunduran umat Islam pada masa modern bukan disebabkan oleh ajaran Islam 

itu sendiri, tetapi oleh kesalahan dalam memahami dan menerapkan ajaran tersebut. Oleh karena itu, ia 

menekankan pentingnya reinterpretasi ajaran Islam melalui pendekatan rasional agar nilai-nilai 

universal yang terkandung di dalamnya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan modern. Pendekatan 

ini menjadi landasan bagi Abduh dalam merumuskan pemikirannya mengenai hak-hak dasar manusia 

yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia [25]. 
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2. Hak Kebebasan dalam Pemikiran Muhammad Abduh 

Kebebasan merupakan salah satu aspek penting dalam pemikiran Muhammad Abduh mengenai 

hak asasi manusia. Abduh berpendapat bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang 

memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak. Menurut Abduh, kebebasan merupakan syarat 

penting bagi perkembangan moral dan intelektual manusia. Tanpa kebebasan, manusia tidak dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal [26]. 

Dalam konteks ini, Abduh menekankan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menghargai 

kebebasan berpikir. Ia menolak pandangan bahwa agama harus membatasi kebebasan intelektual 

manusia. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa Islam justru mendorong umatnya untuk menggunakan akal 

dalam memahami ajaran agama. Kebebasan berpikir sangat penting dalam proses ijtihad, yaitu usaha 

intelektual untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Dengan adanya kebebasan berpikir, umat 

Islam dapat mengembangkan pemahaman baru terhadap ajaran agama yang lebih relevan dengan 

perkembangan zaman [4]. 

Selain kebebasan berpikir, Abduh juga menekankan pentingnya kebebasan dalam kehidupan 

sosial dan politik. Ia berpendapat bahwa masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan politik melalui mekanisme musyawarah. Konsep ini menunjukkan 

bahwa Abduh memiliki pandangan yang cukup progresif mengenai hubungan antara kebebasan 

individu dan sistem politik dalam Masyarakat [27]. 

3. Hak Persamaan dalam Pemikiran Abduh 

Persamaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang juga menjadi 

bagian penting dalam konsep hak asasi manusia. Muhammad Abduh menekankan bahwa semua 

manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah tanpa memandang perbedaan ras, suku, atau 

status sosial [28]. 

Menurut Abduh, prinsip persamaan ini harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam bidang hukum dan politik. Setiap individu harus diperlakukan secara adil dan tidak 

boleh mengalami diskriminasi. Abduh juga menolak sistem sosial yang memberikan keistimewaan 

kepada kelompok tertentu berdasarkan faktor keturunan atau kekuasaan. Ia berpendapat bahwa sistem 

semacam itu bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam [29]. 

Dalam konteks negara modern, prinsip persamaan ini memiliki implikasi penting terhadap 

konsep persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Setiap warga negara harus memiliki 

hak dan kewajiban yang sama dalam sistem hukum. Dengan demikian, pemikiran Abduh mengenai 

persamaan manusia dapat dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang 

berkembang dalam hukum internasional [19]. 

4. Hak Keadilan dalam Pemikiran Abduh 

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang mendapat perhatian besar 

dalam pemikiran Muhammad Abduh. Ia berpendapat bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah 

untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan Masyarakat [30]. 
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Menurut Abduh, keadilan harus menjadi dasar dalam setiap sistem hukum dan pemerintahan. 

Tanpa keadilan, masyarakat tidak akan dapat mencapai kesejahteraan dan stabilitas sosial. Abduh 

menekankan bahwa keadilan tidak hanya berlaku dalam hubungan antara individu, tetapi juga dalam 

hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil [31]. 

Dalam pandangan Abduh, kekuasaan politik tidak boleh digunakan untuk menindas masyarakat. 

Sebaliknya, kekuasaan harus digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat serta menjamin 

kesejahteraan mereka. Prinsip ini menunjukkan bahwa Abduh memiliki pandangan yang sangat dekat 

dengan konsep negara hukum (rule of law) yang menjadi dasar bagi sistem ketatanegaraan modern [32]. 

5. Hak Kebebasan Beragama 

Salah satu aspek penting dalam konsep hak asasi manusia adalah kebebasan beragama. 

Muhammad Abduh menegaskan bahwa Islam mengakui kebebasan manusia dalam memilih keyakinan 

agama [33]. 

Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak boleh ada paksaan dalam agama. Menurut 

Abduh, iman yang sejati harus lahir dari kesadaran dan keyakinan individu, bukan dari paksaan. Oleh 

karena itu, ia menolak segala bentuk pemaksaan dalam urusan agama. Setiap individu harus diberikan 

kebebasan untuk menentukan keyakinannya [34]. 

Abduh juga menekankan pentingnya toleransi dalam hubungan antarumat beragama. 

Menurutnya, masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok agama harus hidup berdampingan secara 

damai dengan saling menghormati hak masing-masing. Pandangan ini sangat relevan dengan konsep 

pluralisme dalam masyarakat modern yang menjunjung tinggi kebebasan beragama sebagai salah satu 

hak dasar manusia [35]. 

6. Hak atas Pendidikan 

Muhammad Abduh juga menaruh perhatian besar terhadap hak manusia untuk memperoleh 

pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan 

masyarakat yang maju dan beradab [5]. 

Menurut Abduh, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar 

dapat mengembangkan potensi intelektual dan moralnya. Ia mengkritik sistem pendidikan tradisional 

yang terlalu menekankan hafalan tanpa mendorong pemikiran kritis. Oleh karena itu, ia mendorong 

reformasi pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern [27]. 

Dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan memiliki kemampuan untuk memahami ajaran 

agama secara lebih rasional serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial dan politik. 

Pandangan Abduh mengenai pentingnya pendidikan menunjukkan bahwa ia memiliki perspektif yang 

sangat modern mengenai pembangunan manusia. 
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7. Hak Sosial dan Kesejahteraan 

Selain hak-hak individu, Muhammad Abduh juga menekankan pentingnya hak sosial dalam 

masyarakat. Ia berpendapat bahwa Islam mengajarkan tanggung jawab sosial untuk membantu 

kelompok masyarakat yang lemah. 

Konsep zakat, sedekah, dan berbagai bentuk solidaritas sosial dalam Islam menunjukkan bahwa 

kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Menurut Abduh, pemerintah memiliki 

peran penting dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil serta melindungi kelompok masyarakat 

yang kurang mampu. Dengan demikian, pemikiran Abduh tidak hanya menekankan kebebasan individu 

tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dalam Masyarakat [36]. 

Relevansi Pemikiran Muhammad Abduh Bagi Hukum Ketatanegaraan Modern 

1. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Modern 

Dalam sistem ketatanegaraan modern, hak asasi manusia menjadi salah satu prinsip fundamental 

yang dijamin oleh konstitusi. Negara modern pada umumnya mengakui bahwa setiap individu memiliki 

hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar oleh kekuasaan negara. 

Konsep ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dalam 

hal kebebasan, keadilan, dan perlindungan hukum [37]. 

Dalam konteks negara hukum (rule of law), negara memiliki kewajiban untuk menjamin 

perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintah harus 

dibatasi oleh hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. 

Jika dikaji secara mendalam, banyak prinsip dalam sistem hukum ketatanegaraan modern yang 

sebenarnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Prinsip keadilan, 

persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap martabat manusia merupakan nilai-nilai 

yang telah lama dikenal dalam tradisi hukum Islam. Dalam hal ini, pemikiran Muhammad Abduh 

memiliki relevansi yang sangat penting karena ia berusaha menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip modern tersebut. 

2. Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Pemikiran Abduh 

Negara hukum merupakan konsep yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan 

berdasarkan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. Dalam negara hukum, setiap tindakan 

pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Meskipun Muhammad Abduh tidak secara eksplisit 

menggunakan istilah “negara hukum” dalam karya-karyanya, gagasan-gagasannya menunjukkan 

bahwa ia mendukung prinsip-prinsip yang sejalan dengan konsep tersebut [16]. 

Abduh berpendapat bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan 

tanggung jawab kepada rakyat. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau 

kelompok tertentu. Menurut Abduh, pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi hak-

hak masyarakat serta menciptakan sistem hukum yang adil. Pandangan ini menunjukkan bahwa ia 

menolak bentuk pemerintahan yang otoriter dan tidak menghormati hak-hak rakyat. Konsep ini sangat 
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sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam 

penyelenggaraan negara [38]. 

3. Demokrasi dan Prinsip Musyawarah 

Salah satu aspek penting dalam sistem ketatanegaraan modern adalah demokrasi. Demokrasi 

menekankan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan harus dijalankan untuk kepentingan 

rakyat. 

Dalam tradisi Islam, konsep yang paling dekat dengan demokrasi adalah prinsip musyawarah 

(syura). Prinsip ini menekankan bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus 

diambil melalui proses konsultasi dan dialog. 

Muhammad Abduh memandang prinsip musyawarah sebagai salah satu nilai penting dalam 

sistem pemerintahan Islam. Ia berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh membuat keputusan secara 

sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan Masyarakat. Dalam pandangan Abduh, musyawarah 

merupakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan politik [39]. 

Konsep ini memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi modern yang menekankan partisipasi 

masyarakat dalam pemerintahan. Dengan demikian, pemikiran Abduh dapat dianggap sebagai upaya 

untuk menjembatani nilai-nilai Islam dengan sistem politik modern yang berbasis demokrasi. 

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi 

Dalam negara modern, perlindungan terhadap hak asasi manusia biasanya dijamin dalam 

konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara negara dan 

warga negara. 

Berbagai konstitusi di dunia memasukkan ketentuan mengenai hak-hak dasar seperti: 

a. Hak Hidup 

b. Hak Kebebasan Beragama 

c. Hak Kebebasan Berpendapat 

d. Hak Memperoleh Pendidikan 

e. Hak Atas Perlindungan Hukum 

Prinsip-prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam 

sebagaimana ditafsirkan oleh Muhammad Abduh. 

Abduh menekankan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk melindungi kepentingan 

manusia (maqasid al-shariah). Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 

merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dijaga dalam sistem hukum Islam [40]. 

Konsep ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi modern 

yang bertujuan melindungi martabat dan kebebasan manusia. Dengan demikian, pemikiran Abduh dapat 

memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem hukum ketatanegaraan yang 

mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 
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5. Relevansi Pemikiran Abduh dalam Konteks Negara Muslim Modern 

Pemikiran Muhammad Abduh memiliki relevansi yang sangat penting bagi negara-negara 

Muslim yang sedang berusaha membangun sistem politik dan hukum yang demokratis. Banyak negara 

Muslim menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem hukum modern 

yang berbasis pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia [41]. 

Dalam konteks ini, pemikiran Abduh dapat menjadi salah satu referensi penting karena ia 

berusaha menunjukkan bahwa Islam memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip modern 

tersebut. Abduh menekankan bahwa umat Islam tidak perlu menolak modernitas, tetapi harus mampu 

mengembangkan interpretasi baru terhadap ajaran agama agar dapat menjawab tantangan zaman [42]. 

Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem hukum yang tidak hanya sesuai dengan 

prinsip-prinsip agama tetapi juga mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam 

masyarakat modern. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai 

berikut: Pertama, konsep hak asasi manusia dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur’an 

dan Sunnah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan perlindungan terhadap 

martabat manusia merupakan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam. Kedua, Muhammad Abduh 

sebagai salah satu tokoh pembaru Islam memberikan kontribusi penting dalam reinterpretasi ajaran 

Islam agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Melalui pendekatan rasional dan pembukaan 

kembali pintu ijtihad, Abduh berusaha menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip modern seperti kebebasan, keadilan, dan demokrasi. Ketiga, pemikiran Abduh mengenai hak 

asasi manusia mencakup berbagai aspek penting seperti kebebasan berpikir, persamaan di hadapan 

hukum, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, serta keadilan sosial. Konsep-konsep tersebut 

memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berkembang dalam sistem hukum 

modern. Keempat, pemikiran Muhammad Abduh memiliki relevansi yang sangat kuat dengan sistem 

hukum ketatanegaraan modern. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan, serta perlindungan 

terhadap hak-hak masyarakat dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem hukum yang demokratis 

dan berkeadilan. Dengan demikian, pemikiran Muhammad Abduh dapat menjadi jembatan antara nilai-

nilai Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem hukum ketatanegaraan modern. Kajian 

terhadap pemikirannya dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya membangun sistem hukum 

yang tidak hanya berlandaskan pada nilai-nilai agama tetapi juga mampu menjamin perlindungan 

terhadap martabat dan kebebasan manusia. 
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